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Dalam praktik politik, pernikahan dapat berkembang menjadi instrumen untuk membangun legitimasi,
mempetluas jaringan kekuasaan, mempertahankan status sosial, dan memperkuat kepentingan politik
antarkelompok. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan ketika kepentingan politik berpotensi menggeser
orientasi substantif perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan
menganalisis pernikahan politik melalui perspektif hedonisme serta mengkaji ketegangan antara orientasi
kepentingan kekuasaan dan tujuan perkawinan dalam Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan filosofis dan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan politik
memiliki dimensi ganda: di satu sisi dapat berfungsi sebagai strategi sosial-politik untuk membangun legitimasi
dan konsolidasi kekuasaan, sedangkan di sisi lain berpotensi mereduksi perkawinan menjadi instrumen
pencapaian kepentingan duniawi apabila kepentingan politik mendominasi tujuan pembentukan keluarga.
Perspektif hedonisme membantu menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari perkawinan sebagai ikatan
yang berlandaskan tanggung jawab, kemaslahatan, dan pembentukan keluarga menuju relasi yang
instrumental. Dalam perspektif hukum Islam, pergeseran tersebut perlu dikritisi karena tujuan perkawinan
tidak semata-mata ditentukan oleh keuntungan sosial dan politik, melainkan juga oleh terwujudnya kehidupan
keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, pernikahan politik tidak dapat dinilai
semata-mata berdasarkan keuntungan politik yang dihasilkan, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan
nilai dan tujuan substantif perkawinan dalam Islam.

KATA KUNCI : Pernikahan Politik, Hedonisme, Kekuasaan, Perkawinan Islam, Hukum Keluarga Islam.

1. PENDAHULUAN

Ketika perkawinan memasuki arena kekuasaan, apakah ia masih semata-mata merupakan ikatan
untuk membangun keluarga, atau dapat berubah menjadi instrumen untuk memperoleh, mempertahankan,
dan memperluas kekuasaan? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika perkawinan tidak hanya
mempertemukan dua individu, tetapi juga menghubungkan dua keluarga, jaringan sosial, kepentingan
ckonomi, dan kepentingan politik. Dalam konteks demikian, perkawinan dapat mengalami pergeseran
fungsi, dari institusi yang berorientasi pada pembentukan keluarga menuju relasi yang sekaligus memiliki
nilai strategis bagi kepentingan kekuasaan. Fenomena inilah yang dalam penelitian ini dipahami sebagai
pernikahan politik, yaitu perkawinan yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan, jaringan, legitimasi, atau
strategi kekuasaan politik.

Secara normatif, perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang mengikat laki-laki dan
perempuan atas dasar kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga yang sakinab,
mawaddah, wa rabmah dan diridai Allah SWT (Husna et al., 2024). Perkawinan dalam Islam tidak hanya

diarahkan pada pemenuhan kebutuhan individual, tetapi juga mengandung tujuan sosial, moral, dan spiritual
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berupa ketenteraman, kasih sayang, tanggung jawab, serta kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, pilihan
pasangan dan kehendak para pihak merupakan bagian penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Persoalan
muncul ketika keputusan mengenai pasangan dan perkawinan dipengaruhi secara dominan oleh kepentingan
di luar tujuan substantif perkawinan, termasuk kepentingan ekonomi, status sosial, dan kekuasaan politik
(Hasim et al., 2022).

Hubungan antara perkawinan dan kekuasaan bukan merupakan fenomena baru. Sejarah
menunjukkan bahwa perkawinan di lingkungan kerajaan dapat digunakan sebagai sarana membangun aliansi,
memperluas wilayah, memperkuat legitimasi, dan mengonsolidasikan kekuasaan. Dalam konteks Nusantara,
praktik tersebut terlihat dalam hubungan antarkerajaan dan antarkeluarga bangsawan. Perkawinan politik
dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai ikatan kekerabatan, tetapi juga dapat menjadi instrumen
untuk membentuk dan mempertahankan struktur kekuasaan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan keterkaitan antara perkawinan dan kekuasaan.
Abdul Latif (2014) dalam kajiannya mengenai politik perkawinan dan pola pewarisan kekuasaan di
Konfederasi Ajatappareng, Sulawesi Selatan, menemukan bahwa perkawinan para raja tidak semata-mata
mengikuti pola perkawinan ideal masyarakat Bugis, tetapi juga dipengaruhi oleh motivasi kekuasaan.
Perkawinan dengan sesama raja atau bangsawan dari garis keturunan tertentu menjadi bagian dari
mekanisme yang berkaitan dengan legitimasi dan pewarisan kekuasaan. Penelitian tersebut penting karena
menunjukkan bahwa relasi perkawinan dapat berfungsi sebagai instrumen politik dalam membangun

kontinuitas kekuasaan, tetapi fokusnya masih berada pada konteks sejarah dan pola pewarisan kekuasaan.

Kajian lain dilakukan oleh Purnama Ayu Rizky (2022) mengenai pernikahan politik di Indonesia,
khususnya perkawinan Idayati dengan Anwar Usman. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pernikahan
politik dapat memiliki pola, motif, dan tujuan yang berkaitan dengan upaya mempertahankan status quo,
mengamankan kekuasaan, dan membangun aliansi politik. Penelitian ini memiliki kedekatan paling langsung
dengan penelitian sekarang karena sama-sama membahas fenomena pernikahan politik di Indonesia.
Namun, kajian tersebut lebih menitikberatkan pada relasi kekuasaan dan motif politik, belum menguraikan
secara filosofis bagaimana orientasi kepentingan tersebut dapat berhadapan dengan tujuan substantif
perkawinan dalam Islam.

Pada tingkat yang lebih luas, penelitian mengenai dinasti politik di Indonesia juga menunjukkan
bahwa hubungan keluarga merupakan salah satu mekanisme penting dalam reproduksi kekuasaan. Wardani
dan Subekti, misalnya, menunjukkan bahwa sebagian besar kandidat perempuan yang terpilih dalam Pemilu
2019 memiliki hubungan dengan dinasti politik, baik melalui hubungan darah maupun perkawinan. Akses
terhadap sumber daya dan jaringan politik keluarga menjadi salah satu faktor yang membantu kandidat dari
keluarga politik memperoleh posisi politik (Wardani & Subekti, 2021). Temuan tersebut memperlihatkan
bahwa hubungan perkawinan dapat menjadi bagian dari jaringan politik yang memberikan keuntungan
strategis bagi anggota keluarga elite.

Temuan tersebut diperkuat oleh studi mengenai anggota legislatif dinastik di Indonesia yang
menggunakan hubungan darah maupun perkawinan sebagai indikator keterhubungan dengan dinasti politik.
Studi tersebut mengidentifikasi 131 anggota DPR periode 2019-2024 yang memiliki hubungan dinastik,
menunjukkan bahwa relasi keluarga tidak hanya bersifat genealogis, tetapi juga dapat terbentuk melalui
perkawinan dan kemudian berfungsi sebagai jaringan politik (Prihatini & Halimatusa’diyah, 2024). Perspektif
tersebut memperluas pemahaman bahwa perkawinan dalam lingkungan elite politik dapat memiliki
konsekuensi terhadap distribusi akses, sumber daya, dan posisi politik. Meskipun kajian tersebut tidak secara
khusus membahas perkawinan politik sebagai objek utama, temuan mengenai familisme memperlihatkan
bahwa relasi keluarga merupakan salah satu sumber penting dalam mempertahankan jaringan kekuasaan.

Dalam politik Indonesia modern, fenomena tersebut dapat dilihat dalam sejumlah perkawinan
antarkeluarga elite. Salah satu contoh yang sering dikaitkan dengan politik keluarga adalah perkawinan Siti
Hadiati Heriyadi (Titiek Soeharto), putri Presiden Soeharto, dengan Prabowo Subianto pada 1983. Pada saat
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perkawinan berlangsung, Prabowo Subianto memiliki posisi penting dalam lingkungan militer, sedangkan
keluarga Soeharto merupakan pusat kekuasaan politik pada masa Orde Baru. Sejumlah literatur kemudian
mengaitkan perkawinan tersebut dengan kepentingan keluarga dan politik Cendana (Butarbutar, 2003).
Meskipun demikian, hubungan tersebut tidak dapat serta-merta dipahami sebagai bukti bahwa motif
perkawinan sepenuhnya bersifat politik. Justru persoalan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan

antara motif personal perkawinan dan fungsi politik yang mungkin muncul dari suatu hubungan perkawinan.

Fenomena serupa dapat dilihat dalam perkawinan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), putra Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Siti Ruby Aliya Rajasa, putri Hatta Rajasa yang merupakan salah satu
elite politik nasional. Perkawinan tersebut dipersepsikan memiliki implikasi terthadap hubungan politik
antara Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional serta konfigurasi koalisi politik pada masa
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Nawawi, 2016). Perkawinan tersebut menunjukkan bahwa
hubungan kekerabatan antarkeluarga elite dapat menghasilkan konsekuensi politik yang lebih luas daripada
hubungan personal kedua pasangan.

Perdebatan mengenai hubungan antara perkawinan, keluarga, dan kekuasaan kembali muncul dalam
perkawinan Idayati, adik Presiden Joko Widodo, dengan Anwar Usman yang ketika itu menjabat sebagai
Ketua Mahkamah Konstitusi pada 26 Mei 2022. Perkawinan tersebut menjadi perhatian publik karena
menghubungkan keluarga Presiden dengan pejabat lembaga yudisial dan kemudian bersinggungan dengan
persoalan konflik kepentingan. Perhatian tersebut semakin menguat setelah Mahkamah Konstitusi melalui
Putusan Nomor 90/PUU-XX1/2023 memberikan pemaknaan baru terthadap ketentuan usia calon presiden
dan calon wakil presiden yang kemudian memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, keponakan Anwar
Usman, untuk memenuhi syarat pencalonan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Peristiwa
tersebut memunculkan perdebatan mengenai hubungan keluarga, kekuasaan, dan independensi lembaga
yudisial.

Rangkaian fenomena dan penelitian terdahulu tersebut memperlihatkan bahwa kajian mengenai
pernikahan politik telah berkembang dalam beberapa arah. Penelitian historis menempatkan perkawinan
sebagai instrumen legitimasi dan pewarisan kekuasaan; penelitian politik melihat perkawinan sebagai sarana
membangun aliansi dan mempertahankan status quo; sedangkan penelitian mengenai dinasti politik
menunjukkan bahwa hubungan darah dan perkawinan dapat menjadi jaringan reproduksi kekuasaan .
Namun, kajian-kajian tersebut pada umumnya menempatkan pernikahan politik dalam kerangka sejarah,
sosiologi politik, dinasti, atau relasi kekuasaan. Dimensi filosofis mengenai orientasi kepentingan yang
menyertai pernikahan politik, khususnya ketika kepentingan status, keuntungan, pengaruh, dan kekuasaan
berpotensi menggeser tujuan substantif perkawinan dalam Islam, belum memperoleh perhatian yang
memadai. Di sinilah penelitian ini menempatkan celah kajiannya.

Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif hedonisme sebagai
pendekatan filosofis. Hedonisme tidak dipahami secara sederhana sebagai perilaku mengejar kesenangan,
tetapi sebagai perspektif untuk membaca orientasi tindakan yang menempatkan kepuasan, keuntungan,
status, kepentingan material, atau pencapaian tertentu sebagai pertimbangan utama. Dalam konteks
pernikahan politik, perspektif ini digunakan untuk menganalisis kemungkinan munculnya orientasi
instrumental ketika perkawinan tidak lagi semata-mata diarahkan pada pembentukan keluarga, tetapi juga
menjadi sarana memperoleh atau mempertahankan keuntungan politik dan sosial. Dengan pendekatan
tersebut, hedonisme berfungsi sebagai pisau analisis untuk mengidentifikasi kemungkinan pergeseran

orientasi perkawinan dari tujuan substantif menuju kepentingan instrumental.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pernikahan politik
melalui perspektif hedonisme serta mengidentifikasi ketegangan antara orientasi kepentingan kekuasaan dan
tujuan substantif perkawinan dalam Islam. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan motif
subjektif setiap pasangan dalam pernikahan politik, melainkan untuk menganalisis bagaimana relasi antara
perkawinan dan kekuasaan dapat dipahami dari sisi orientasi nilai dan kepentingan. Dengan demikian,
penelitian ini mengajukan pertanyaan: bagaimana pernikahan politik dapat dipahami melalui perspektif
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hedonisme, dan bagaimana ketegangan antara kepentingan kekuasaan dan tujuan substantif perkawinan
dalam Islam dapat dijelaskan melalui perspektif tersebut? Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi
terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan memperluas analisis perkawinan dari dimensi
normatif menuju dimensi filosofis. Pendekatan tersebut memungkinkan pernikahan politik dipahami bukan
hanya sebagai hubungan antara dua individu atau antarkeluarga elite, tetapi sebagai fenomena yang
mempertemukan kepentingan kekuasaan dengan nilai-nilai yang secara normatif melekat pada institusi

perkawinan dalam Islam.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menggunakan
pendekatan filosofis (philosophical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Muhaimin, 2020).
Pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis konsep hedonisme sebagai perspektif dalam memahami
orientasi kepentingan dalam pernikahan politik. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep
pernikahan politik, tujuan perkawinan dalam Islam, serta hubungan antara kepentingan kekuasaan dan
fungsi perkawinan sebagai institusi keluarga. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk membangun
analisis mengenai kemungkinan pergeseran orientasi perkawinan dari tujuan substantif menuju kepentingan

instrumental.

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum
yang relevan (Ali, 2013). Bahan hukum primer meliputi Al-Qur’an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan. Bahan hukum sekunder
meliputi buku filsafat, buku hukum Islam, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya akademik
yang membahas hedonisme, perkawinan, pernikahan politik, dinasti politik, dan relasi kekuasaan. Bahan
nonhukum berupa dokumen resmi dan sumber informasi terpercaya mengenai kasus-kasus pernikahan
politik digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan konteks terhadap fenomena yang dianalisis.
Pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui studi dokumen dengan menelusuri dan mengidentifikasi
sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan
tiga tema utama, yaitu konsep hedonisme, karakteristik pernikahan politik, dan tujuan perkawinan dalam
Islam. Klasifikasi tersebut digunakan untuk memudahkan proses analisis dan membangun hubungan

konseptual antara ketiga aspek tersebut.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan penalaran filosofis dan yuridis
(Supratman, 2015). Tahap pertama dilakukan dengan menguraikan konsep hedonisme, khususnya mengenai
orientasi manusia terhadap kesenangan, kepuasan, keuntungan, dan kepentingan tertentu. Tahap kedua
dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik pernikahan politik berdasarkan literatur dan penelitian
terdahulu, terutama berkaitan dengan penggunaan hubungan perkawinan sebagai sarana membangun
jaringan, legitimasi, status, atau kekuasaan. Tahap ketiga dilakukan dengan mempertemukan konsep
hedonisme dengan karakteristik pernikahan politik untuk menganalisis kemungkinan munculnya orientasi
instrtumental dalam perkawinan. Tahap keempat dilakukan dengan membandingkan orientasi tersebut
dengan tujuan perkawinan dalam Islam, khususnya pembentukan keluarga sakinah, mawaddab, wa rabmab,
tanggung jawab, kemaslahatan, dan pemenuhan hak para pihak. Berdasarkan rangkaian analisis tersebut,
penelitian kemudian merumuskan hubungan antara kepentingan kekuasaan, orientasi hedonistik, dan tujuan

substantif perkawinan dalam Islam.

Untuk menjaga objektivitas analisis, penelitian ini tidak menyimpulkan motif subjektif individu
hanya berdasarkan adanya hubungan perkawinan dengan lingkungan politik. Suatu pernikahan dipahami
memiliki dimensi politik apabila terdapat dukungan dari literatur, dokumentasi, atau konteks relasi kekuasaan
yang menunjukkan adanya keterkaitan antara hubungan perkawinan dan kepentingan politik. Dengan
demikian, analisis hedonisme diarahkan pada orientasi dan fungsi sosial-politik perkawinan, bukan pada

pemberian label moral terhadap individu yang terlibat di dalamnya.
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3. HASIL

Hasil analisis menunjukkan bahwa pernikahan politik memiliki karakteristik yang membedakannya
dari perkawinan yang semata-mata didasarkan pada hubungan personal. Pernikahan politik muncul ketika
hubungan perkawinan berkelindan dengan kepentingan keluarga, jaringan elite, status sosial, legitimasi,
maupun konsolidasi kekuasaan. Dalam kondisi tersebut, perkawinan tidak hanya menghasilkan hubungan
hukum antara suami dan istri, tetapi juga dapat membentuk hubungan baru antarkeluarga yang memiliki
posisi strategis dalam struktur sosial dan politik (Husna & Muhazir, 2026).

Temuan dari sejumlah penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa hubungan perkawinan dapat
digunakan sebagai salah satu mekanisme pembentukan dan pemeliharaan jaringan kekuasaan. Dalam
konteks kerajaan, perkawinan antarkeluarga penguasa dapat memperkuat legitimasi dan hubungan
antarkekuasaan. Dalam konteks politik modern, hubungan perkawinan antarkeluarga elite dapat memperluas
jaringan sosial-politik dan mempertemukan kepentingan beberapa kelompok politik. Dengan demikian,
pernikahan politik dapat dipahami sebagai bentuk relasi kekerabatan yang memiliki konsekuensi politik di
luar hubungan personal pasangan.

Namun, keberadaan konsekuensi politik tidak secara otomatis menunjukkan bahwa suatu
perkawinan sejak awal dibentuk semata-mata untuk kepentingan kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan
pentingnya membedakan antara motif perkawinan, fungsi perkawinan, dan konsekuensi politik perkawinan.
Motif merupakan alasan subjektif para pihak ketika memilih pasangan, fungsi berkaitan dengan peran yang
kemudian dijalankan oleh hubungan tersebut, sedangkan konsekuensi merupakan dampak sosial atau politik
yang muncul setelah perkawinan berlangsung. Pembedaan tersebut penting agar analisis pernikahan politik
tidak terjebak pada kesimpulan bahwa setiap perkawinan yang melibatkan elite politik pasti merupakan
perkawinan yang bermotif politik.

Perspektif hedonisme memberikan temuan penting dalam membaca orientasi kepentingan yang
terdapat dalam pernikahan politik. Dalam pengertian filosofis, hedonisme menempatkan kesenangan atau
kepuasan sebagai unsur penting dalam menentukan nilai suatu tindakan. Dalam penelitian ini, konsep
tersebut diperluas secara analitis untuk membaca bentuk kepentingan yang dapat memberikan keuntungan
bagi individu maupun kelompok, termasuk keuntungan berupa status, pengaruh, keamanan politik, akses
terhadap sumber daya, legitimasi, dan kekuasaan. Berdasarkan analisis terhadap fenomena pernikahan
politik, orientasi tersebut dapat muncul ketika hubungan perkawinan dipandang memiliki nilai strategis
karena memberikan keuntungan sosial atau politik tertentu (D. F. Putri et al., 2022). Perkawinan menjadi
tidak hanya bernilai sebagai hubungan personal, tetapi juga memiliki nilai instrumental (Widiawati, 2013).
Nilai instrumental tersebut terlihat ketika hubungan kekerabatan digunakan untuk memperkuat jaringan,
membangun kedekatan antarelite, meningkatkan legitimasi, atau mempertahankan posisi politik (Tundjung
& Hidayat, 2018).

Dalam perspektif ini, hedonisme tidak berarti bahwa pasangan yang terlibat dalam pernikahan
politik dapat langsung dikategorikan sebagai individu yang mengejar kesenangan (H. Putri, 2025). Penelitian
tidak menemukan dasar yang cukup untuk memberikan penilaian terhadap motif subjektif setiap individu.
Yang dapat dianalisis adalah orientasi kepentingan yang melekat pada struktur hubungan tersebut. Oleh
karena itu, istilah hedonistik dalam penelitian ini merujuk pada kecenderungan menjadikan keuntungan,
kepuasan, status, atau kepentingan tertentu sebagai pertimbangan dominan dalam suatu tindakan, bukan
sebagai tuduhan terhadap karakter moral individu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan politik
memiliki potensi mengalami instrumentalisasi. Ketika hubungan perkawinan ditempatkan sebagai sarana
untuk mencapai kepentingan di luar tujuan perkawinan, nilai perkawinan dapat bergeser dari hubungan yang
bersifat personal dan normatif menjadi hubungan yang juga dinilai berdasarkan keuntungan yang dihasilkan.
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Dalam kondisi tersebut, pasangan dapat dipandang tidak hanya sebagai subjek dalam hubungan keluarga,
tetapi juga sebagai bagian dari sumber daya sosial dan politik.

3.3. Ketegangan antara Kepentingan Kekuasaan dan Tujuan Perkawinan Islam

Hasil analisis menunjukkan adanya ketegangan konseptual antara orientasi instrumental
dalam pernikahan politik dan tujuan substantif perkawinan dalam Islam. Dalam perspektif Islam,
perkawinan diarahkan untuk membangun kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa
rahmah. Tujuan tersebut mengandung dimensi ketenteraman, kasih sayang, tanggung jawab,
perlindungan, dan kemaslahatan bagi para pihak. Perkawinan dengan demikian tidak hanya dinilai
berdasarkan keuntungan yang diperoleh, tetapi juga berdasarkan kemampuan hubungan tersebut
mewujudkan tujuan pembentukan keluarga. Sebaliknya, dalam pernikahan politik, terdapat
kemungkinan munculnya orientasi terhadap hasil eksternal perkawinan, seperti legitimasi, status,
jaringan, pengaruh, dan keuntungan politik. Ketika kepentingan tersebut menjadi pertimbangan
dominan, perkawinan berpotensi mengalami pergeseran fungsi. Hubungan yang seharusnya
berorientasi pada pembentukan keluarga dapat sekaligus diperlakukan sebagai sarana untuk
mencapai tujuan kekuasaan.

Table 1. Orientasi substantif dan instrumental dalam perkawinan

Orientasi Sakinah Status
Nilai hubungan Mawaddah dan rabmalh Legitimasi dan pengaruh
Kepentingan utama Tanggung jawab keluarga

Kedua orientasi tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang bertentangan.
Perkawinan seorang tokoh politik dengan individu dari keluarga politik, misalnya, tidak dengan
sendirinya bertentangan dengan tujuan perkawinan Islam. Konflik baru muncul ketika kepentingan
politik menjadi tujuan dominan dan menggeser kehendak, kepentingan, hak, atau kemaslahatan
para pihak dalam perkawinan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak menunjukkan bahwa
pernikahan politik secara inheren bertentangan dengan hukum Islam. Persoalan utamanya terletak
pada dominasi orientasi instrumental terhadap tujuan perkawinan. Selama kepentingan sosial atau
politik tidak menghilangkan kerelaan, kebebasan memilih pasangan, tanggung jawab, dan tujuan
pembentukan keluarga, keberadaan dimensi politik dalam suatu perkawinan tidak dapat dengan
sendirinya dipandang sebagai penyimpangan. Sebaliknya, apabila perkawinan dijadikan terutama
sebagal instrumen untuk memperoleh keuntungan kekuasaan dengan mengabaikan kepentingan
dan kemaslahatan pasangan, maka terdapat persoalan serius dari perspektif tujuan perkawinan
Islam.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kehendak para pihak dalam menentukan
pasangan merupakan salah satu batas penting untuk membedakan antara perkawinan yang memiliki
dimensi politik dan perkawinan yang telah mengalami instrumentalisasi politik. Keberadaan
kepentingan keluarga atau politik tidak dengan sendirinya menghilangkan validitas hubungan
perkawinan apabila kedua pihak tetap memberikan persetujuan secara bebas dan perkawinan
diarahkan pada pembentukan keluarga. Sebaliknya, ketika pasangan dipilih terutama berdasarkan
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kepentingan keluarga, status, kekuasaan, atau keuntungan politik sementara kehendak individu yang
akan menjalani perkawinan diabaikan, maka persoalannya tidak lagi terbatas pada politik
perkawinan. Kondisi tersebut menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu otonomi, kerelaan, dan
perlindungan kepentingan para pihak dalam perkawinan.

Dalam konteks ini, perspektif hedonisme membantu menjelaskan mengapa keuntungan
yang dihasilkan oleh perkawinan dapat menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan.
Namun, perspektif hukum Islam memberikan batas normatif bahwa keuntungan tersebut tidak
boleh menghilangkan tujuan utama perkawinan dan hak para pihak. Dengan demikian, hubungan
antara kepentingan politik dan perkawinan harus dinilai berdasarkan proporsi dan orientasinya,
bukan hanya berdasarkan keberadaan hubungan dengan lingkungan politik.

Berdasarkan keseluruhan analisis, pernikahan politik dapat ditempatkan pada spektrum
antara perkawinan sebagai hubungan personal dan perkawinan sebagai instrumen kepentingan.
Pada satu sisi, seseorang dapat menikah dengan individu dari keluarga politik tanpa kehilangan
tujuan substantif perkawinan. Pada sisi lain, perkawinan dapat mengalami instrumentalisasi ketika
status, kekuasaan, legitimasi, atau keuntungan politik menjadi tujuan yang lebih dominan daripada
pembentukan keluarga. Perspektif hedonisme membantu menjelaskan kecenderungan orientasi
terhadap keuntungan dan kepuasan yang dapat menyertai hubungan tersebut, sedangkan perspektif
tujuan perkawinan Islam memberikan standar normatif untuk menilai batas kewajaran orientasi
tersebut. Oleh karena itu, persoalan utama pernikahan politik bukan terletak pada hubungan antara
perkawinan dan politik itu sendiri, tetapi pada pergeseran orientasi ketika kepentingan politik
mengubah perkawinan dari tujuan yang bersifat substantif menjadi sarana pencapaian kepentingan
eksternal.

Temuan tersebut sekaligus memperjelas posisi penelitian ini dibandingkan penelitian
terdahulu. Kajian mengenai politik perkawinan dan dinasti politik terutama menjelaskan bagaimana
hubungan perkawinan dapat membentuk atau memperkuat jaringan kekuasaan. Penelitian ini
memperluas kajian tersebut dengan mempertanyakan orientasi nilai di balik fungsi instrumental
perkawinan. Melalui perspektif hedonisme, pernikahan politik tidak hanya dibaca sebagai strategi
kekuasaan, tetapi juga sebagai fenomena yang dapat memperlihatkan perubahan orientasi manusia
dalam menempatkan perkawinan sebagai sarana memperoleh keuntungan, status, dan kepuasan

tertentu.

4. PEMBAHASAN

4.1 Pernikahan Politik sebagai Bentuk Instrumentalisasi Perkawinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pernikahan politik tidak tepat dipahami hanya
sebagal perkawinan antara dua individu yang berasal dari lingkungan politik. Karakteristik yang
lebih penting terletak pada adanya fungsi atau konsekuensi politik yang melekat pada hubungan
perkawinan tersebut (Bukido et al, 2023). Ketika perkawinan menghasilkan hubungan
antarkeluarga elite, memperluas jaringan kekuasaan, meningkatkan legitimasi, atau memberikan
akses terhadap sumber daya politik, perkawinan dapat memiliki fungsi instrumental di luar fungsi
personal dan kekeluargaannya.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai politik perkawinan di Konfederasi
Ajatappareng yang menunjukkan bahwa perkawinan antarelite dapat berkaitan dengan legitimasi
dan pewarisan kekuasaan (Setiawan et al., 2024). Demikian pula, penelitian mengenai dinasti politik
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di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan keluarga, baik melalui hubungan darah maupun
perkawinan, dapat menjadi modal sosial-politik dalam memperoleh dan mempertahankan posisi
kekuasaan (Fitria et al., 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan memiliki kemampuan
untuk menghasilkan modal sosial yang dapat ditransformasikan menjadi modal politik.

Namun, penelitian ini menemukan dimensi yang belum banyak dibahas dalam penelitian
terdahulu. Penelitian mengenai dinasti polittk umumnya melihat hubungan keluarga dari perspektif
distribusi kekuasaan, jaringan elite, dan reproduksi politik (Psaki et al., 2021). Sementara itu,
persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana hubungan tersebut mengubah cara perkawinan
diposisikan. Ketika pasangan dipandang sekaligus sebagai bagian dari jaringan kekuasaan, maka
perkawinan berpotensi mengalami instrumentalisasi (Fitria et al., 2024). Dalam kondisi demikian,
nilai perkawinan tidak lagi hanya terletak pada hubungan personal dan pembentukan keluarga,
tetapi juga pada manfaat yang dapat diperoleh dari hubungan tersebut.

Instrumentalisasi tidak selalu berarti bahwa perkawinan tersebut tidak sah atau tidak
memiliki unsur personal. Satu perkawinan dapat sekaligus memiliki dimensi personal dan politik.
Persoalan muncul apabila fungsi instrumental tersebut menjadi orientasi dominan dan menggeser
kepentingan pasangan sebagai subjek perkawinan (Anindhita et al.,, 2024; Barkah et al., 2023;
Sudirman et al., 2023). Dengan demikian, penelitian ini membedakan antara perkawinan yang
memiliki konsekuensi politik dan perkawinan yang sejak awal atau dalam perkembangannya
diposisikan sebagai instrumen politik. Pembedaan tersebut penting karena tidak setiap hubungan
perkawinan di antara keluarga politik dapat dikategorikan sebagai pernikahan politik dalam
pengertian yang problematis.

4.2 Hedonisme dan Pergeseran Orientasi dalam Pernikahan Politik

Penggunaan perspektif hedonisme dalam penelitian ini memberikan cara pandang yang
berbeda terhadap fenomena pernikahan politik. Dalam pemikiran filosofis, hedonisme berkaitan
dengan pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan memiliki posisi penting dalam menentukan
nilai suatu Tindakan (Fausi & Asmuni, 2024). Meskipun demikian, konsep hedonisme tidak dapat
disederhanakan menjadi perilaku mencari kesenangan dalam arti material semata. Dalam konteks
penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk membaca kecenderungan manusia menempatkan
kepuasan, keuntungan, status, atau pencapaian tertentu sebagai pertimbangan utama dalam
menentukan tindakan.

Jika konsep tersebut diterapkan pada pernikahan politik, maka keuntungan politik dapat
dipandang sebagai bentuk kepentingan eksternal yang memberikan nilai tambahan terhadap suatu
hubungan perkawinan. Status keluarga, akses terhadap elite, legitimasi, jaringan politik, keamanan
posisi, maupun peluang memperoleh kekuasaan dapat menjadi manfaat yang melekat pada
perkawinan. Dalam kondisi tertentu, manfaat tersebut dapat menjadi faktor yang lebih dominan
dibandingkan tujuan substantif perkawinan (Bolt, 2017; Hamadamin & Mawlud, 2026; Lu et al.,
2022). Di sinilah konsep hedonisme memiliki relevansi terhadap fenomena pernikahan politik.
Ketika nilai suatu perkawinan diukur berdasarkan keuntungan yang dapat diperoleh dari hubungan
tersebut, terjadi pergeseran dari perkawinan sebagai tujuan menuju perkawinan sebagai sarana.
Pergeseran tersebut merupakan bentuk instrumentalisasi yang dapat dijelaskan melalui perspektif
hedonisme. Perkawinan tidak lagi hanya dinilai berdasarkan kemampuan membangun
ketenteraman, kasih sayang, dan kehidupan keluarga, tetapi juga berdasarkan kepuasan atau
keuntungan yang dihasilkan bagi individu maupun kelompok.
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Namun demikian, hasil penelitian tidak mendukung kesimpulan bahwa semua pernikahan
politik merupakan manifestasi hedonisme. Kesimpulan semacam itu terlalu deterministik karena
motif perkawinan bersifat personal dan tidak selalu dapat diketahui dari konsekuensi politik yang
muncul. Oleh sebab itu, hedonisme dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka interpretatif,
bukan sebagai alat untuk memberikan label moral kepada pasangan tertentu. Yang dianalisis adalah
strtuktur kepentingan yang mengelilingi perkawinan dan kemungkinan adanya orientasi
instrumental di dalamnya. Dengan demikian, kontribusi perspektif hedonisme dalam penelitian ini
terletak pada kemampuannya menjelaskan mengapa keuntungan eksternal dapat memengaruhi nilai
yang dilekatkan pada suatu perkawinan. Apabila status, kekuasaan, legitimasi, dan keuntungan sosial
menjadi ukuran utama keberhasilan suatu perkawinan, maka perkawinan tersebut berpotensi
mengalami reduksi fungsi dari institusi keluarga menjadi instrumen pencapaian kepentingan.

Penggunaan perspektif hedonisme dalam penelitian ini memberikan cara pandang yang
berbeda terhadap fenomena pernikahan politik. Dalam pemikiran filosofis, hedonisme berkaitan
dengan pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan memiliki posisi penting dalam menentukan
nilai suatu Tindakan (Yunara et al.,, 2025). Meskipun demikian, konsep hedonisme tidak dapat
disederhanakan menjadi perilaku mencari kesenangan dalam arti material semata. Dalam konteks
penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk membaca kecenderungan manusia menempatkan
kepuasan, keuntungan, status, atau pencapaian tertentu sebagai pertimbangan utama dalam
menentukan tindakan.

Jika konsep tersebut diterapkan pada pernikahan politik, maka keuntungan politik dapat
dipandang sebagai bentuk kepentingan eksternal yang memberikan nilai tambahan terhadap suatu
hubungan perkawinan. Status keluarga, akses terhadap elite, legitimasi, jaringan politik, keamanan
posisi, maupun peluang memperoleh kekuasaan dapat menjadi manfaat yang melekat pada
perkawinan. Dalam kondisi tertentu, manfaat tersebut dapat menjadi faktor yang lebih dominan
dibandingkan tujuan substantif perkawinan (Ismawati, 2021; Momesso, 2022). D1 sinilah konsep
hedonisme memiliki relevansi terhadap fenomena pernikahan politik. Ketika nilai suatu perkawinan
diukur berdasarkan keuntungan yang dapat diperoleh dari hubungan tersebut, terjadi pergeseran
dari perkawinan sebagai tujuan menuju perkawinan sebagai sarana. Pergeseran tersebut merupakan
bentuk instrumentalisasi yang dapat dijelaskan melalui perspektif hedonisme. Perkawinan tidak lagi
hanya dinilai berdasarkan kemampuan membangun ketenteraman, kasih sayang, dan kehidupan
keluarga, tetapi juga berdasarkan kepuasan atau keuntungan yang dihasilkan bagi individu maupun
kelompok.

Namun demikian, hasil penelitian tidak mendukung kesimpulan bahwa semua pernikahan
politik merupakan manifestasi hedonisme. Kesimpulan semacam itu terlalu deterministik karena
motif perkawinan bersifat personal dan tidak selalu dapat diketahui dari konsekuensi politik yang
muncul. Oleh sebab itu, hedonisme dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka interpretatif,
bukan sebagai alat untuk memberikan label moral kepada pasangan tertentu. Yang dianalisis adalah
strtuktur kepentingan yang mengelilingi perkawinan dan kemungkinan adanya orientasi
instrumental di dalamnya. Dengan demikian, kontribusi perspektif hedonisme dalam penelitian ini
terletak pada kemampuannya menjelaskan mengapa keuntungan eksternal dapat memengaruhi nilai
yang dilekatkan pada suatu perkawinan. Apabila status, kekuasaan, legitimasi, dan keuntungan sosial
menjadi ukuran utama keberhasilan suatu perkawinan, maka perkawinan tersebut berpotensi
mengalami reduksi fungsi dari institusi keluarga menjadi instrumen pencapaian kepentingan.
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5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan politik tidak selalu didasarkan pada
kepentingan kekuasaan, tetapi dapat menghasilkan konsekuensi berupa status, legitimasi, jaringan,
dan penguatan posisi politik. Melalui perspektif hedonisme, pernikahan politik dapat dipahami
sebagai hubungan yang berpotensi mengalami pergeseran orientasi, dari tujuan pembentukan
keluarga menuju kepentingan instrumental berupa keuntungan, status, pengaruh, dan kekuasaan.
Namun, dimensi politik dalam perkawinan tidak dengan sendirinya bertentangan dengan hukum
keluarga Islam. Pernikahan polittk menjadi problematis ketika kepentingan politik
menginstrumentalisasi perkawinan hingga menggeser kehendak para pihak, kemaslahatan,
tanggung jawab, dan tujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rabmah. Dengan demikian,
perspektif hedonisme memperluas kajian pernikahan politik dari persoalan reproduksi kekuasaan
menuju persoalan pergeseran orientasi nilai dalam perkawinan.
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